
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR : 7 TAfIUN 2004 SERI : D 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 8 TAHUN 2004 

TENTANG 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 

BAD~ PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KAB~ATENBANYUMAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

Menimbang . : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah N omor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 
2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 
dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Banyumas yang telah di ubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyu1nas Non1or 10 Tahun 
2002 sudah tidak sesuai lagi~ 
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Mengingat 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka 
' Periu 

menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabup aten 
Banyumas tentang Pembentukan, Susunan 

O~ganisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pemabngunan o ·aerah Kabupaten Banyumas. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi J awa Teng ah; 

2. U ndang-undang N omor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3839); 

3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( 

· Lembaran Negara Tahun 1994 . Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara N omor 354 7)" 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 
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5 · Peraturan Pen1crintah No,nor 8 Tahun 2003 tentang 

Pedo1nan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan 

Le1nbaran Negara Nornor 4262); 

8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 

· 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah N omor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 

Pemerintah N omor 9 Tahun 2003 ten tang 

Wewenang Pengangkatan, P~mindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATENBANYUMAS 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
N DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 

PERATURA ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN 
SUSUNAN ~MBANGUNAN DAERAH 
PERENCANAAN PE 

KABUPATEN BANYUMAS 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Dae rah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas .. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Banyumas 

4. Bupati a~alah Bupati Banyumas. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Banyumas. 

6. Badan Perencanaan Pembanguanan Dae rah adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembanguanan 

Daerah Kabupaten Banyumas. 

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas 

Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah yang memiliki 

wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang selanjutnya 

disebut UPT. 

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai · Negeri 

Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat 

mandiri. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 _ 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk B d p a an erencanaan Pembanguanan 
Daerah. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 3 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana tugas 

tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris_Daerah. 

Pasal 4 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan.daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 

( 1), Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi : 
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a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

pembangunan daearah 

b. penyusunan rencana dan program kerja Badan; 

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan 

daerah 

d. pe]aksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di 

bidang perencanaan pembanguanan daerah 

e. penyiapan dan pemberian informasi bidang perencanaan 

pembangunan daerah 

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta 

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan badan; 

h. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya; 

i. pelaksanaan tu gas-tu gas lain yang diberikan oleh Bupati. 

BAB IV 

SUSUNAN ORGAI\TJ:SASI 

Pasal 5 
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(1) Susunnn Orgnnisasi Bad"t p 
c '-' 1 crcncan·1an p I 

dari: · c crn l)a ngun.an Dae rah tcrdiri 

(2) 

a . 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Kepn la Badnn · • 

Bagian lata Usaha, terdiri dari : 
1. Sub Bagian Umum . 

' 2· Sub Bagian Keuangan dan Bina Program; 

Bidang Ekonomi terdiri dari : 

1 . Sub Bi dang Pengembangan Dunia U saha ; 
2. Sub Bidang PertaniandanKehutanan; 

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari : 

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat ; 

2. Sub Bi dang Sosial Budaya ; 

Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari: ' 
1. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah ; 

2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ; 

UPT. 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangt'.nan Dae~ 
- · . erurJakan hagnn yang l,l 

sebagaimana tercantun1 pada lainpu an, n1 -

terpisahkan dari Pcraturan Dacrah ini. 
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BABV 

TATAKERJA 

Pasal 6 

Kepal~ Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum 
yang d1tetapkan oleh Bupati. · 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, 
Kepala Bi dang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan 
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan . prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik 
dalam Iingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya 
sesuai dengan tugas pokoknya. 

(2) 

' 
Pasal 8 

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan 

memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah wajib mentaati peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 

serta menyampaikan la po ran secara berkala. 
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BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

1 truktur Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Da rah Kabupaten Banyu1nas yang telah ada pada saat berl n_' 
Peraturan Daerah ini , masih tetap berlaku san1pai dengan pengisian 

f r1na i jabatan berdasarkan Peraturan Dacrah in1 

diJaksanakan. 

_) · Paling Laina dala1n waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peratu 

Daerah ini, pengisian formasi j_abatan sebagaimana din1aksud dalam 

Ayat ( l) harus sudah dilaksanakan. 

BAB VII 

KETEN1,UAN LAIN--LAIN 

Pasal 11 



. , . kok dan fungsi UPT diat.ur lebih lanjut c1eng 
(1) Pc111bcnrukan, tug.ts po ' an 

.Kcputusan Bu pat i. 

(-) Pada lJPT dapnt dibent.uk satuan organisasi di bawah Kepala DPT Yang 
. . . • 1 . t. I tur·'tl y·1ng pc1nbcntukan, tugas pokok d1p11np1n oleh pcJa ,at s 1 u < c. c. • • , 

uraian tugas dan rincian tugasnya diatur leb•h lanJut dengan Keputusan 

Bupati. 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 12 

Deng an berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pembentukan , 
tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a, 
Pasal 4 dan Pt1.sal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 
Tahun 2002, tentang perubahan atas Peraturan Daearah Kabupaten 

Banyumas N omor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas 
dinyatakan tidak berlaku Iagi 

• 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku.pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penetnpatannya dalam Len1baran Daerah 
Kabupaten Banyu1nas. 
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Diundangkan di Purwokerto 
Pada Tanggal 1 Juni 2003 

Ditctap•...... di •• 
_ 1U1fli " urwoktrlo 
t)ada tang al 3J Mei 2004 

DIJPA'rl UANVUM s 
ttd 

ARIS SETIONO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS 

ttd 

SINGGIH WIRANTO , SH. 

NIP. 500. 086. 384 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR . 
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